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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kekerasan Seksual 

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris sexual hardness, dalam 

bahasa Inggris kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan 

tidak bebas.
1
 Sementara kata sexual mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan 

seksualitas. Sehingga istilah sexual hardness berarti perbuatan seksual yang tidak 

diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak 

menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang 

kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga 

atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan 

tangan atau dengan segala macam senjata.
2
 Pengertian kekerasan terhadap anak 

dalam istilah sangat terkait dengan kata abuse yaitu kata yang biasa diterjemahkan 

menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.
3
 Kata ini 

didefinisikan sebagai “improper behavior intended to cause phisycal, psychological, 

or financial harm to an individual or group’ (kekerasan adalah perilaku tidak layak 

dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik 
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yang dialami individu maupun kelompok).
4
 Sedangkan kekerasan terhadap anak 

(child abuse) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap 

anak.
5
 

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori 

sebagai berikut
6
 : 

1) Pemerkosaan. Pemerkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana 

pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan 

kekuatannya kepada anak. 

2) Incest. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu 

yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka 

dilarang oleh hukum maupun kultur. 

3) Eksploitasi. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi.Hal ini 

cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. 

Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama 

beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan 

merupakan suatu lingkungan seksual. 

 

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak mengelompokkan perilaku 

seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut :
7
 

1) Untuk tujuan obyek seksual  

a) Pedophilia, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual. 

 b) Incest 

 c) Hiperseksualitas  

d) Keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis.  

                                                 
4
 Barker dalam Abu Hurairah, Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di 

Indonesia, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli 2006, 
5
 Ibid, h. 74 

6
 http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-

Kenali-dan-Tangani.pdf 
7
 Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika 

Aditama, Bandung, cet. I Mei 2005, h. 70 



3 

 

2) Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga  

a) Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang 

dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi 

b) Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk 

melayani para pelanggannya.  

3) Untuk tujuan avonturis seksual Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan 

emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksesif dan bersivat avonturir, 

baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa. 

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap 

anak antara lain sebagai berikut :
8
 

1) Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan 

penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar  

2) Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan 

perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan 

moral 

3) Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan 

moral 

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menurut adalah sebagai berikut :
9
 

1) Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi 

menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau 
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berulang kali seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, dijewer, dicubit, dilempar 

dengan benda keras, dijemur di bawah terik sinar matahari.  

2) Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak 

dipahaminya seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang 

menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan 

persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung 

jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual 

yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.  

3) Kekerasan psikis adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya 

perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang mengancam, menakut-

nakuti, berkata-kata kasar, mengolok-olok, perlakuan diskriminatif, membatasi 

kegiatan sosial dan kreasi.  

4) Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan anak untuk bekerja 

dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti 

menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia 

prostitusi untuk kepentingan ekonomi.  

5) Tindak pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua, orang yang 

bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabaian pada 

kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian 

pada pengembangan emosi, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian dan 

penelantaran pada penyediaan perumahan, pengabaian pada kondisi keamanan 

dan kenyamanan. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai kekerasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat ditarik suatu garis besar bahwa tindakan kekerasan yang 

terjadi pada anak sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. Berpijak dari pengertian-pengertian kekerasan yang telah 

diungkapkan sebelumnya maka tindakan kekerasan yang diatur dalam 

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat 

digolongkan menjadi tindakan kekerasan secara fisik, tindakan kekerasan psikis, dan 

tindakan kekerasan seksual, yang akand iuraikan seperti di bawah ini :  

1) Tindakan kekerasan secara fisik terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai 

berikut: 

Pasal 80 
(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, 

atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.0000,- 

(tujuh puluh dua juta rupiah)  

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat (1) luka berat, maka pelaku pidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (3) Dalam hal anak sebagaimana 

dimaksud ayat (1) mati, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (seratus juta 

rupiah) (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila melakukan penganiayaan tersebut 

orang tuanya. 

Pasal 83 

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri 

sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- 

(enam puluh juta rupiah). Berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002, bagi orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman 

kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dikenai sanksi yang tidak ringan 
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bahkan denda yang diberikan jumlahnya sangat banyak. Juga bagi orang yang 

memperdagangkan, menjual, atau menculik anak yang akan dimiliki sendiri 

maupun akan dijual kepada orang lain, akan mendapatkan sanksi pidana dan 

juga ditambah dengan pidana denda. Hal ini menunjukkan bahwa anak sangat 

dilindungi dari tindakan kekerasan secara fisik. 

 

2) Tindakan kekerasan secara psikis terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai 

berikut : 

Pasal 76A 

Setiap orang dilarang : 

a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak 

mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat 

fungsi sosialnya; atau 

b. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. 
 

Diskriminasi terhadap anak dan juga penelantaran terhadap anak yang 

mengakibatkan anak mengalami kerugian secara fisik atau mental yang dapat 

menghambat fungsi sosial anak, dikenai sanksi pidana dan/atau juga pidana denda.  

 

3) Tindakan kekerasan seksual terlihat dalam beberapa ketentuan di sebagai berikut : 

Pasal 81 

 

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- 

(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta 

rupiah) 

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 

setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain.  
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Pasal 82 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga 

ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) 

 

2.2 Pengertian Anak 

 Batasan seseorang yang disebut sebagai seorang anak adalah mengenai batas 

usia. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan batas usia 

maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak 

tersebut beralih status menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab 

secara mandiri terhadap perbuatan – perbuatan dan tindakan – tindakan hukum yang 

dilakukan anak itu atau dengan kata lain disebut dewasa. Hukum pidana Indonesia 

pengertian anak diletakkan dalam penafsiran hukum negatif. Anak sebagai subjek 

hukum harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang di lakukannya. Karena 

statusnya berada di bawah umur, menyebabkan ia memiliki hak-hak khusus, proses 

normalisasi dari prilaknya yang menyimpang tetap mengupayakan agar si anak 

memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan yang lebih cerah.
10

 

Definisi anak secara internasional tertuang dalam Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation Convention on The Right of 

Child Tahun 1989. Dalam Konvensi Hak Anak, secara jelas dinyatakan bahwa: “For 

the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 
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years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”
11

, 

menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, 

kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak dtentukan bahwa usia 

dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan secara nasional definisi anak didasarkan pada 

batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum 

Islam.  

Pengertian Anak secara Psikologis, ditinjau dari aspek psikologis, 

pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-

masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriterian seorang anak, 

disamping menentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan 

perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase perkembangan yang dialami 

seorang anak.
12

 

Tahapan pada masa kanak-kanak: 

a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun. 

 Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum mampu menolong 

dirinya, sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu. Pada masa 

ini, terhadap anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai 

pengaruh kejiwaan, seperti tumbuh gigi, disapih, mulai berbicara, dan 

berjalan. 
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 Menurut Soesilowindradini, karena bayi masih membutuhkan bantuan dan 

tergantung kepada orang dewasa, maka ia masih mudah diatur. Hal 

tersebut menyebapkan orang dewasa dan anak-anak yang lebih besar 

daripadanya akan senang kepadanya.
13

 

b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun. 

Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba mulai berhubungan 

dengan orang-orang dalam lingkunganya serta mulai terbentuknya pemikiran 

dengan tentang dirinya. Pada masa ini anak-anak akan suka meniru dan emosinya 

sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan 

memperlakukanya dengan penuh kasih sayang. 

c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara usia 5-12 tahun. 

Pada fase ini anak berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap 

memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, lebih 

suka bermain bersama, serta berkumpul tanpa aturan sehingga bisa disebut 

dengan gang age. Pada tahapan ini disebut juga masa anak sekolah dasar atau 

periode intelektual. 

d. Masa remaja antara usia 13-20 tahun 

Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang 

pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial. 

Tahap ini merupakan tahap yang paling penting diantara tahap perkembangan 
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lainnya, karena orang harus mencapai tingkat identitas ego yang cukup baik.Masa 

ini disebut juga sebagai masa persiapan untuk menempuh masa dewasa.Bagi 

seorang anak, pada masa tersebut merupakan masa goncangan, karena banyak 

perubahan sikap yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang seringkali 

menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dinilai sebagai 

perbuatan nakal. Pada masa yang pertama adalah masa seorang anak menginjak 

usia 13-17 tahun, dalam masa periode ini status anak remaja dalam masyarakat 

boleh dikatakan tidak dapat ditentukan dan membingungkan. Sedangkan pada 

masa remaja yang terakhir adalah masa antara usia 17 sampai 12 tahun. Pada 

masa ini seorang anak telah menunjukkan kestabilan yang bertambah bila 

dibandingkan dengan masa remaja sebelumnya.
14

 

e. Masa dewasa muda antara usia 21-25 tahun 

Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada 

generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmaniah dan kecerdasan 

telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil, namun dari segi 

kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses pemantapan. 

Di Indonesia, pengertian atau batasan seorang anak dapat dikatakan belum ada 

keseragaman dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun setelah 

keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 202 Tentang Perlindungan Anak 

barulah ada suatu patokan khusus yang di pakai, karena Undang-Undang ini bersifat 

Lex specialis. Pengertian anak menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 
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adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.” 

Perlu diketahui pengertian anak menurut peraturan – peraturan hukum yang lain, 

diantaranya : 

 1) Kitab Undang Hukum Pidana Indonesia Di dalam KUHP ada terdapat beberapa 

pasal yang secara khusus langsung mengatur dan menunjuk proses hukum dan 

materi hukum anak – anak di bawah umur atau yang di katakan belum dewasa. 

Pasal – pasal yang terkait adalah pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Adapun Pasal 45 

KUHP adalah pasal basis yang mengatur batas umur dan batas waktu penuntutan 

karena berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di 

bawah usia 16 (enam belas) tahun. Tetapi, kemudian ketentuan ini dicabut dengan 

keluarnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 

 2) Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang–

Undang Nomr 4 Tahun 1979 Pasal 1 butir 2, menerangkan bahwa anak adalah 

seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 

kawin.  

3) Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum 

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) 

tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.  

4) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 butir 1 

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan mengatakan, 

seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan 
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belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 

Penyimpangan hal di atas hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan 

Negeri. 

 5) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keternagakerjaan Undang–

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keternagakerjaan sebagaimana diketahui 

bahwa Pasal 1 butir 26 menyebutkan anak adalah setiap orang yang berumur 

dibawah 18 (delapan belas) tahun. 

6)  Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The child) Dalam konvensi ini 

anak secara umu sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan 

belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang 

berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. 

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, di tentukan 

dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada 

di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak 

mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang 

dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang 

lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara subtansial 

meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam 

lingkup hukum perdata menadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.
15
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 Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Wina Sarana, 

2000, Jakarta,  hal. 3. 



13 

 

2.3 Pengertian Perlindungan Hukum 

Hukum merupakan karya manusia yang berupa norma-norma dan berisikan 

petunjuk-petunjuk tingkah laku.Hukum juga merupakan pencerminan baru kehendak 

manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan diarahkan.Hukum 

harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat serta 

memberikan perlindungan terhadapnya. 

Beberapa sarjana memberikan batasan tentang definisi hukum, seperti yang 

diungkapkan Immanuel Kant:  

Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan kehendak bebas dari 

orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang 

lain, menurut hukum tentang kemerdekaan, hukum ditujukan terutama pada 

perilaku pelanggaran yang nyata-nyata dibuat, bukan untuk penyempurnaan 

manusia melainkan untuk ketertiban masyarakat. Hukum merupakan 

kekuasaan keluar yang memaksa ke dalam diri manusia yang membebani 

manusia dengan kewajiban memberi hak.
16

  

 

Hukum Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) yang bertujuan untuk 

menjamin kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya, hal ini juga termasuk 

perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia.Pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan 

sebagai tujuan dari negara hukum.Perlindungan anak adalah meletakkan hak anak 

kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk 

perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah 

sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai proses edukasional 
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terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-

tugas sosial masyarakat. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi 

dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara 

manusiawi positif..
17

Bahwa perlindungan anak adalah (hukum tertulis maupun tidak 

tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya.
18

 

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan 

kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, 

hukum pidana dan peraturan lain yang menyangkut tentang anak. Perlindungan anak, 

menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar 

dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.Mengatakan 

Masalah perlindungan hukum bagi anakanak merupakan salah satu sisi pendekatan 

untuk melindungi anak-anak Indonesia.Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati 

secara yuridis, tetapi perlupendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan 

budaya.
19

 

J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian hukum perlindungan 

anak atau remaja dengan pengertian jengdrecht. Kemudian perlindungan anak 

dikelompokkan ke dalam dua bagian, berikut ini:
20
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a. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan 

hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum 

dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang. 

b. Dalam pengertian sempit : hukum perlindungan anak meliputi 

perlindungan hukum yang terdapat dalam  

1) Ketentuan hukum perdata (regles van givilrecht)  

2) Ketentuan hukum pidana (regles van stafredit) 

3) Ketentuan hukum acara (regles van telijkeregels).  

 

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan 

hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti 

semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Negara memberikan 

perlindungan hukum bagi anak, hal ini termaktub dalam pasal 28B ayat (2) UUD 

1945 yang telah diamandemen yang isinya adalah : “Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian, yaitu :
21

 

1. Luas lingkup perlindungan : 

a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, 

pendidikan, kesehatan, hukum. 

b. Meliputi hal-hal yang jasamani dan rohani. 

c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang 

berakibat pada prioritas pemenuhannya. 

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan : 

a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap 

pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh 

pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan. 

b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam 

undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi 

dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam 

masyarakat. 
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c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa 

mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang 

patut dipertimbangkan dan ditiru. 

 

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan 

hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental Right and 

Freedoms of Children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan 

kesejahteraan anak.Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang 

lingkup yang sangat luas. Perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai 

bidang/aspek, antara lain
22

 : 

a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;  

b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;  

c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, 

dan lingkungan sosial)  

d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan 

kemerdekaan;  

e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, 

perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan 

obat-obatan, mempererat anak dalam melakukan kejahatan dan 

sebagainya);  

f. Perlindungan terhadap anak jalanan;  

g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;  

h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Barda Nawawi Arief , 1998, Beberapa-beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan 

Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 155. 

 


